








































 Hidup Ini Adalah Pilihan
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IMPLIKASI HUKUM PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS TERHADAP 
 
JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 
 
 
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 
 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Ini sesuai asas legalitas merupakan 
salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap 
penyelenggaraan pemerintahan disetiap negara yang menganut konsep negara hukum. 
Baik notaris yang merangkap jabatan Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus 
berlandaskan hukum dalam menjalankan aktifitas kedua jabatan tersebut. 
 
Konsep penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan jabatan dalam hukum 
administrasi selalu dipararelkan dengan konsep detournement de pou voir. Philipus 
 
M. Hadjon  “menyebut  dengan  penggunaan  wewenang  tidak  sebagai  mestinya”. 
 
Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang 
menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan kata 
lain, pejabat telah melanggar asas spesialitas. Penyalahgunaan kewenangan dilakukan 
secara sadar, yakin mengalihkan tujuan yang diberikan wewenang itu. Pengalihan 
tujuan tersebut didasarkan atas interest atau kepentingan pribadi, atau kepentingan 
dirinya maupun untuk kepentingan orang lain. Penyalahgunaan wewenang di lakukan 
secara sadar walaupun itu dilarang namun tetap dilakukannya. 
 
Penerapan sanksi dalam satu jabatan notaris dirasa belum cukup, karena ada 










Sehingga diperlukan komulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT. Dengan 
demikian sanksi notaris terhadap perbuatan yang dilakukannya dapat memberikan 
jaminan kepastian hukum kepada kedua jabatan, baik jabatan notaris dan jabatan 
PPAT yang di rangkap itu sendiri dan masyrakat. 
 
Berdasarkan uraian di atas terdapat kekosongan norma hukum mengenai 
ketentuan penerapan sanksi bagi notaris yang merangkap jabatan PPAT dalam 
menjalankan tugas jabatannya, dimana teori kepastian hukum ini berkaitan erat 
dengan aspek pertanggung jawabkan sanksi terhadap jabatan notaris dan jabatan 
PPAT yang dijabat oleh orang yang sama. Dari apa yang telah diuraikan tersebut 
muncul permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam penulisan penelitian ini 
yaitu : 
 
1. Apakah sanksi penyalahgunaan jabatan notaris berlaku juga terhadap jabatan 
pejabat pembuat akta tanah 
 
2. Apa akibat hukum notaris yang di pidana dalam penyalahgunaan jabatan 
notaris yang juga sebagai PPAT. 
 
Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis 
menguraikan sebagai berikut, sanksi perdata dan sanksi administrasi yang di jatuhkan 
terhadap jabatan notaris berlaku terhadap jabatan PPAT, apabila notaris tidak 
membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat makan notaris 
diberhentikan sementara dari jabatannya dan dapat diberhentikan dengan tidak 










penafsiran sistematis, yaitu melalui metode yang menafsirkan peraturan perundang-
undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) 
atau dengan keseluruhan sistem hukum. Peraturan hukum yang dimaksud dalam hal 
ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tidak dapat dilihat sebagai 
peraturan yang berdiri sendiri, karena dalam pasal 10 ayat (4) huruf e dan ayat (2) 
huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah bahwa dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang di 
berhentikan sementara dari jabatannya. Secera tidak langsung sanksi perdata ini 
berlaku juga terhadap jabatan PPAT yang dijabatnya, karena harta notaris dan PPAT 
tidak dipisahkan secara hukum Karena, pertanggungjawabkan secara individu sebagai 
subjek hukum yang sama. Tidak seperti badan hukum (perseroan terbatas), (yayasan) 
dan (perkumpulan) harta kekayaan pribadi dipisahkan dari jabatan pengurus 
perseroan atau yayasan. Penulis berpendapat bahwa Notaris dan PPAT yang dijabat 
oleh orang yang sama melakukan penyalahgunaan jabatan notaris berimplikasi 
terhadap jabatan PPAT. 
 
Notaris yang dipidana dan menjalani hukuman penjara, yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap, Majelis Pengawas Pusat akan mengusulkan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mencabut ijin oprasionalnya (ijin tugas) dan 
diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Hal ini diatur dalam kekentuan 
pasal 13 UUJN-P dimana “notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri 










kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih”. 
 
Notaris yang dipidana penjara kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau 
pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi 
juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 
satu hari sampai penjara seumur hidup. Masih banyak hak-hak kewarganegaraan 
lainnya yang hilang jika notrais berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan 
oleh Andi Hamzah, yaitu “Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, 
bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga 
narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu 
 
Akibatan dari hukuman penjara tersebut jabatan PPAT yang disandangnya tidak 
dalam keadaan bebas menjalankan tugas sebagi PPAT. Jabatan PPAT yang 
dijabatnya dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis 
ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk 
memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang 
jabatan publik dalam hal ini jabatan PPAT, dan lain-lain. Menurut penulis jabatan 
PPAT yang disandangnya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk 
menjalankan jugas sebagai PPAT membuat akta. Dalam hal ini untuk menjunjung 
tinggi harkat dan martabat kedua jabatan tersebut dan organisasi jabatan, apabila 
notaris yang dipidana menjalankan tugas sebagai PPAT dapat menimbulkan kesan 























Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik. Ini sesuai asas legalitas merupakan salah 
satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap 
penyelenggaraan pemerintahan disetiap negara yang menganut konsep negara hukum. 
Baik notaris yang merangkap jabatan Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus 
berlandaskan hukum dalam menjalankan aktifitas kedua jabatan tersebut. 
 
Konsep penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan jabatan dalam hukum 
administrasi selalu dipararelkan dengan konsep detournement de pou voir. Philipus 
 
M. Hadjon  “menyebut  dengan  penggunaan  wewenang  tidak  sebagai  mestinya”. 
 
Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang 
menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan kata 
lain, pejabat telah melanggar asas spesialitas. 
 
Berdasarkan uraian di atas terdapat kekosongan norma hukum mengenai ketentuan 
penerapan sanksi bagi notaris yang merangkap jabatan PPAT dalam menjalankan 
tugas jabatannya, dimana teori kepastian hukum ini berkaitan erat dengan aspek 
pertanggung jawabkan sanksi terhadap jabatan notaris dan jabatan PPAT yang dijabat 
oleh orang yang sama. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum 
sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua 










Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi penyalahgunaan jabatan notaris baik 
sanksi perdata dan sanksi administrasi yang di jatuhkan terhadap jabatan notaris 
berlaku terhadap jabatan PPAT, apabila notaris tidak membayar biaya, ganti rugi, dan 
bunga kepada penggugat makan notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan 
dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Ini sesuai pasal 9 UUNJ-Perubahan dan 
pasal 12 UUNJ-Perubahan. Sesuai penafsiran sistematis, yaitu melalui metode yang 
menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan 
peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. 
 
Akibat dari hukuman penjara tersebut jabatan PPAT yang disandangnya tidak dalam 
keadaan bebas menjalankan tugas sebagi PPAT. Jabatan PPAT yang dijabatnya 
dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa 
hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk memilih dan 
dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik 
dalam hal ini jabatan PPAT, dan lain-lain. Menurut penulis jabatan PPAT yang 
disandangnya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk menjalankan 
jugas sebagai PPAT membuat akta. 
 
 















Indonesia is a rule of law. It is confirmed in Article 1 subsection 3 of the Constitution 
of the Republic. It is appropriate that the principle of legality is one of the main 
principles that serve as the basic foundation in each of governance in every country 
that adheres to the concept of state law. Neither notary who official certifier (OC) 
should be based on law in carrying out activities of both these positions. 
 
The concept of abuse of authority or abuse of office in the administrative law always 
paralleled with the concept “detournement de pou voir”. Philip M. Hadjon said "The 
use of authority is not as it should be". In this case, the officer uses his authority to 
other purposes that deviate from the objectives that have been given to that authority. 
In other words, officials have violated the principle of specialty. 
 
Based on the description above, there are vacancy legal norms regarding the 
provisions of sanctions for notary who doubled OC in the running of their office, 
where the theory of legal certainty is closely related to aspects of the sanctions 
against positions accounted Notary and OC positions are held by the same person. 
 
The method of this study was a normative legal research that was legal research 
conducted by researching library materials or secondary law. While in locating and 
collecting data is done by two approaches, namely laws and conceptual approaches. 
 
The results showed that the sanction abuse of office notary both civil penalties and 
administrative sanctions to the office of notary apply to the positions of OC. If the 










suspended from his position. Moreover, he would get fired disrespectfully. This was 
in accordance with article 9 and article 12 in amendment of legislation. This was in 
accordance with a systematic interpretation, namely via a method to interpret the 
legislation by linking to legal regulations or with the entire justice system. 
 
The impact of the penalties, he assumed the post of OC not in a free state in the line 
of duty as an OC. Then, automatically there were a few rights of citizenship were also 
restricted, such as the right to elect and be elected (in relation to the general 
election), namely the right to hold public office positions OC, and others. According 
to the authors, the position he held OC considered incompetent or were not 
authorized to perform the task as OC. 
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1.1. Notaris  yang  melakukan  penyalahgunaan  jabatan  notaris,  sanksi  yang 
dijatuhkan baik sanksi perdata, sanksi administrasi berlaku terhadap jabatan 
PPAT, apabila notaris tidak membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada 
penggugat makan notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan dapat 
diberhentikan dengan tidak hormat. Ini sesuai pasal 9 UUNJ-Perubahan dan 
pasal  12 UUNJ-Perubahan. Sesuai penafsiran sistematis terhadap pasal 10 
ayat (4) huruf e dan ayat (2) huruf d PJPPAT-P bahwa“dalam proses pailit 
atau penundaan kewajiban pembayaran utang di berhentikan sementara dari 
jabatannya”. Secara tidak langsung sanksi perdata ini berlaku juga terhadap 
jabatan  PPAT  yang  dijabatnya,  karena  harta  notaris  dan  PPAT  tidak 
dipisahkan  secara  hukum  karena,  pertanggungjawabkan  secara  individu 
sebagai subjek hukum yang sama. Tidak seperti badan hukum (perseroan 
terbatas), (yayasan) dan (perkumpulan), harta kekayaan pribadi dipisahkan 










Notaris dan PPAT yang dijabat oleh orang yang sama melakukan 
penyalahgunaan jabatan notaris berimplikasi terhadap jabatan PPAT. 
 
1.2. Notaris yang dipidana dan menjalani hukuman penjara yang juga sebagai 
PPAT tidak bisa menjalankan tugas sebagai PPAT karena, jabatan yang 
diembannya tidak dalam keadaan bebas dan tidak cakap dalam membuat 
akta, karena dalam status terpidana penyalahgunaan jabatan notaris. Apabila 
akta yang dibuatnya dihadapannya tersebut, akta tidak mempunyai kekuatan 
mengikatnya sebagaimana mengikatnya akta otentik, melainkan hanya 
mengikat para pihak sebagai penghadap sebagaimana akta di bawah tangan, 
karena notaris sedang menjalani pidana penjara, selaku PPAT tidak etis 





2.1. Bagi pemerintah hendaknya membuat aturan pelaksana tentang notaris yang 
merangkap jabatan sebagai PPAT dalam hal tentang penyalahgunaan atau 
melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu 
jabatan agar ada kepastian hukum yang jelas. Karena dalam UUJN-P dan 
PJPPAT-P maupun kode etik jabatan notaris dan kode etik PPAT tidak 
mengatur secara tunggal. Dengan tujuan yang sama di depan hukum yaitu 
untuk menciptakan kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap 
notaris melakukan penyalahgunaan jabatan Sanksi dijatuhkan kepada kedua 










2.2. Terkait dengan adanya kekosongan hukum mengenai status hukum notaris 
yang dipidana yang sudah sebagai PPAT, maka hendaknya bagi pemerintah 
untuk membuat aturan pelaksana dari Undang-Undang Jabatan Notaris 
maupun PJPPAT-P sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi 
notaris yang telah menjalani hukuman penjara dan jabatan PPAT yang 
diembannya ada kepastian hukum. Keadaan demikian diperlukan suatu 
sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis, konsiten dan 
terintegrasi, yang dijiwai Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan 
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